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ABSTRAK

Skripsi berjudul “Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana
pencabulan anak yang dilakukan oleh guru SD (studi putusan no
635/Pid.Sus/2017/PN. Trg)” ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana
pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan
oleh guru dalam putusan nomor 635/Pid.Sus/2017/PN. Trg dan bagaimana
analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim tentang tindak pidana
pencabulan anak yang dilakukan oleh guru dalam putusan nomor
635/Pid.Sus/2017/PN. Trg

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi
kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan.
Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola
pikir deduktif, yaitu analisa yang berangkat dari kebenaran umum suatu fenomena
dan menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu
yang memiliki kesamaan dengan fenomena yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemui bahwa
pertimbangan hakim dalam putusan No 635/Pid.Sus/2017/PN. Trg, hakim
memutuskan perkara menggunakan pasal 290 ayat (2) KUHP. Dan hal ini tidak
sesuai dengan asas lex spesialis derogate legi generali sebagaimana yang
terkandung dalam perintah pasal 62 ayat (2) KUHP. Meskipun demikian Adapun
pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini menurut analisa hukum pidana
islam sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana islam dengan penjatuhan
sanksi ta’zir dimana penguasa dalam hal ini hakim berwenang menjatuhkan
sanksi kepada terdakwa.

Sesuai hasil temuan diatas, penulis menyarankan kepada seluruh aparat
penegak hukum, dalam hal ini para hakim agar dalam memutus perkara tetap
memperhatikan dan mempertimbangkan tiga aspek tujuan hukum yakni kepastian,
keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga putusan yang dikeluarkan dapat
mewakili rasa keadilan bagi kepentingan umum khususnya bagi korban tindak
pidana.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan selalu saja berkembang seiring dengan perkembangan
kehidupan manusia itu sendiri. Dimana kejahatan tersebut tidak memilih, baik
itu laki-laki, perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin akan selalu
mempunyai potensi di dalam dirinya untuk melakukan suatu kejahatan.1 Salah
satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dewasa ini yaitu kejahatan terhadap
anak baik itu dalam bentuk eksploitasi, perdagangan, kekerasan dan kejahatan

seksual kepada anak.

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat
khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan dan Negara
dimasa depan.2 Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa
depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpastisipasi,
kebebasan serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan
diskriminasi.3 Oleh karena itu, untuk menjamin hak-hak anak dan

melindunginya dari segala hal yang merusak dan tindak kekerasan dibuatlah

! Eko Setiawan, “Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam perspektif Hukum pidana Dan Islam”,
Jurnal Hukum Islam, No.2, Vol. 14, (Desembe,2016), 2.
2 Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi
Hak-Hak Anak”, Samudra Keadilan, No.2, Vol. Il, (Juli-Desember, 2016), 250.
8 Amin Suprihatini, Perlindungan Terhadap Anak, (Klaten: Cempaka Puti, 2018), 1.

1



aturan untuk melindungi anak. Namun tetap saja dalam diri manusia ada

kehendak untuk berbuat jahat termasuk kejahatan seksual terhadap anak.

Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak
dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak sebagai
rangsangan seksual. Ketua komisi Nasional Perlindungan anak mengatakan
kejahatan seksual yang tejadi saat ini sedang mengancam dunia anak, situasi
kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat darurat.4 Dalam kurung waktu
tiga tahun terakhir bisa dikatakan menjadi tahun memprihatinkan bagi anak
Indonesia. Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan

kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat.5

Ada banyak faktor yang menyebabkan maraknya kejahatan yang
memilukan ini. Kurangnya penanaman nilai-nilai agama, dan banyaknya
pengaruh negatif apalagi dimasa sekarang semakin terbukanya akses-akses
negatif melalui internet seperti melihat gambar, video, mp3 ataupun chatingan
yang berbau mesum yang kesemuanya dapat meningkatkan gairah seks pada
seseorang. Hal ini tentu berbahaya, dimana dari pengaruh-pengaruh itu dapat
mendorong seseorang berbuat jahat yang orientasinya mencari kepuasan
seksual akibat dari dorongan nafsu yang terlalu kuat. Dan tidak jarang yang
menjadi sasaran untuk dijadikan korban adalah anak-anak karena dipandang

lebih lemah dan lebih gampang dijadikan korban.

4 Siti Hikmah,”Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran Aku
Anak Berani Melindungi Diri Sendiri”, Sawwa, Vol. 12, No. 12, (April,2017), 189.

% Desi Sommaliagustina Dan Dian Cita Sari “Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak
Asasi Manusia”, Psychopolytan, No. 2, Vol. 1, (Februari, 2018), 76-77.



Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak
perkosaan ataupun pencabulan.6 Dalam hal ini sesuai dengan judul maka

penulis akan terfokus kepada kejahatan seksual dalam bentuk pencabulan.

Menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul,
sebagaimana disebutkan di dalam 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang
melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada
kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya’ meraba-raba buah dada, dan

semua bentuk bentuk perbuatan cabul.7

Dasar hukum yang mengatur perbuatan cabul telah diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya pada pasal 289, 290, 291,
292, 293, 294, 295 dan 296 yang masuk pada Bab XIV tentang kejahatan
terhadap kesusilaan. Dan pada pasal 290 ayat (2) dan (3) khusus mengatur
pencabulan yang korbannya anak. Serta pada pasal 292 khusus pencabulan

yang korbannya anak namun antara pelaku dan korban berjenis kelamin sama.

Selain itu diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun
2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

® Ermaya Sari Bayu Ningsih Dan Sri Hennyati, “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten
Karawang”, Midwife Journal, No. 02, Vol. 4 (Juli, 2018), 57.

" Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak,
(Yogyakarta:Medpress Digital, 2015), 1-2.



Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945.8 Dalam undang-
undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.9

Di dalam pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak menjelaskan sangat tegas kepada pelaku kejahatan seksual

kepada anak dibawah umur,10 yang berbunyi,

Ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).11

Ayat (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).12

Adapun pasal 76E menjelaskan tentang perbuatannya yaitu “Setiap orang

dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan

8 Ruslan renggong, hukum Pidana khusus (Jakarta:kencana, 2016), 265.

® lbid.

10 Topanrajpradana, “Analisis Pasal 82 Undang-Undang No0.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak,” dalam https://topanrajpradana.blogspot.com/2017/08/analisis-pasal-82-undang-undang-no-
35.html?m=1, diakses pada 2 desember 2019.

11 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

12 1pid.


https://topanrajpradana.blogspot.com/2017/08/analisis-pasal-82-undang-undang-no-35.html?m=1
https://topanrajpradana.blogspot.com/2017/08/analisis-pasal-82-undang-undang-no-35.html?m=1

tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, dan membujuk anak untuk

atau membiarkan perbuatan cabul”13

Dari pemaparan diatas telah jelas dasar hukum yang mengatur tentang
tindak pidana pencabulan, yaitu diatur dalam KUHP serta undang-undang yang
lebih khusus yang diatur diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun
2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Adapun dalam hukum pidana islam, tindak pidana pencabulan tidak diatur
secara spesifik. Hanya saja pencabulan adalah perbuatan maksiat yang
mengarah pada perzinahan. Antara zina dan cabul adalah dua hal berbeda.
Yang dimaksud zina adalah hubungan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki
dan perempuan yang bukan terikat dalam sebuah perkawinan.14 Secara harfiah
memiliki arti Fahisyah yaitu perbuatan keji. Zina menurut istilah adalah
hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak
terikat dalam hubungan perkawinan, baik dengan cara suka sama suka atau

dengan paksa.15

Dasar hukum perbuatan zina telah diatur dalam Al-Quran surat al-Isyra

ayat 32, yang berbunyi :

Tt Ly Asald G PGS 1508 Vs

13 | bid
14 Fokky fuad wasitaatmadja, filsafat hukum islam, (Jakarta:kencana, 2017), 80.
15 Zaenuddin ali, hukum pidana islam (jakara :sinar grafika, 2017), 37.



Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.16

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa unsur dari perbuatan zina
adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.
Sehingga jelas perbedaan antara zina dan pencabulan, karena pencabulan
sendiri tidak hanya bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan namun
terdapat unsur yang lebih luas, seperti mencium, memeluk, meraba-raba
kemaluan dan buah dada, oral seks ataupun lainnya. Dan kesemuanya adalah

perbuatan maksiat akibat dari dorongan nafsu birahi.

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan, kepastian
hukum serta kemanfaatan hukum. Maka seorang hakim dituntuk untuk sedapat
mungkin menegakkan hukum dengan bijak dan seadil-adilnya. Dan dalam
putusan yang akan penulis teliti yaitu tentang pencabulan anak yang dilakukan
oleh tenaga pendidik. Dimana pelakunya Muhammad Sadar S.Pd Bin H. Sume
adalah seorang guru SD yang melakukan perbuatan cabul terhadap muridnya
Rahma Lutfia (11 tahun). Pelaku dituntut dengan dakwaan alternatif yaitu
pasal 290 ayat (2) KUHP dan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun dalam memutus perkara

hakim menerapkkan pasal 290 ayat (2) KUHP dan mengeyampingkan pasal 82

16 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Bekasi:Cipta Bagus
Segara, 2013), 285.



B.

ayat 2. Tentu hal ini menyalahi asas lex spesialis derogate legi generali. Dimana

hukum yang lebih khusus mengeyampingkan hukum yang lebih umum.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti
serta menjadi alasan bagi penulis untuk membahasnya dalam skripsi yang
berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan
Anak Yang Dilakukan Oleh Guru Sd Di Tenggarong (Studi Putusan No

635/Pid.Sus/2017/Pn. Trg).

Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah
1. ldentifikasi masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilihat adanya beberapa
permasalahan, yaitu sebagai berikut:

a. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong
Nomor 635/pid.Sus/2017/PN. Trg)

b. Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan anak
yang dilakukan oleh guru SD dalam putusan Pengadilan Negeri
Tenggarong Nomor 635/pid.Sus/2017/PN. Trg).

c. Kewajiban seorang hakim menerapkan asas lex spesialis derogate legi
generali. Dimana hukum yang lebih khusus mengeyampingkan hukum
yang lebih umum. Dalam kasus ini hakim tidak menerapkannya.

2. Batasan masalah
Dari identifikasi masalah di atas masih bersifat umum, untuk itu

penulis membatasi masalah dalam pembahsan, yaitu:



a. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak yang
dilakukan oleh guru SD di Tenggarong dalam putusan Nomor
635/pid.Sus/2017/PN. Trg)

b. Analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim dalam
tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh guru SD di
Tenggarong dalam putusan Nomor 635/pid.Sus/2017/PN. Trg)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak
yang dilakukan oleh guru SD di Tenggarong dalam putusan Nomor
635/Pid.Sus/2017/PN.Trg ?

2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim
dalam tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh guru SD di
Tenggarong dalam putusan Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN.Trg ?

D. Kajian Pustaka
Kajian Pustaka merupakan bagian yang menjelaskan secara ringkas
tentang penelitian sebelumnya seputar masalah yang akan diteliti, guna
mengantisipasi pengulangan penelitian ataupun plagiasi dari penelitian yang
telah ada. Dari pengamatan penulis skripsi yang bertema pencabulan anak
telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurjayady, 2017, berjudul “Penerapan Hukum
tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur (Studi putusan
nomor 182 Pisd. Sus/2016/PN. Sgm)”. Pokok pembahasan dalam skripsi

ini yaitu tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara



yang dinilai kurang tepat. Dan tidak memberikan rasa keadilan serta
kurang mampu memberikan efek jera dan efek pencegahan. Pertimbangan
yang digunakan hakim cenderung terfokus kepada pelaku saja dan kurang
mempertimbangkan terhadap kerugian yang dialami korban yang
mengalami trauma dan rasa malu.’

2. Skripsi yang ditulis oleh Evi Oktavia Intan Y, 2018, berjudul “Tinjauan
Hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
sanksi di bawah ketentuan undang-undang putusan nomor:
345/Pid.Sus/2014/PN. Lht Tentang pencabulan anak dibawah umur”.
Dalam skripsi ini yang menjadi pokok pembahsannya adalah tentang
pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang tidak sesuai dengan
pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak dimana
pelaku disanksi satu tahun enam bulan kurang daripada angka minimum
yaitu tiga tahun.*®

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Wahyu Dzilhajj, 2018, yang berjudul
“analisis hukum pidana islam terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi
pelaku pencabulan oleh tenaga pendidik (studi putusan pengadilan tinggi
Banjarmasin Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN.Bjm)”. Pokok pembahasannya

yaitu pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan sanksi yang belum

7 Nurjayady, ““Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur
(Studi Putusan Nomor 182 Pisd. Sus/2016/PN. Sgm)”, (Skripsi-UIN Alaudin Makassar,2017)

18 Evi Oktavia Intan Y, “Berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim
Dalam Menjatuhkan Sanksi Di Bawah Ketentuan Undang-Undang Putusan Nomor:
345/Pid.Sus/2014/PN. Lht Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur”, (Skripsi-UIN Sunan
Ampel Surabaya, 2018).



sesuai dengan unsur kepastian hukum dimana seharusnya hakim dalam

memberikan sanksi menambahkan sepertiga dari ancaman hukuman.*®

Dari skripsi yang telah penulis cantumkan diatas semua bertema
tentang pencabulan anak. Dan dalam hal ini penulis akan membahas tentang
pencabulan anak namun tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya.
Karena yang dibahas oleh penulis adalah tentang pertimbangan hukum hakim
dalam memutus perkara nomor 635/Pid.Sus/2017/Pn.Trg tentang Pencabulan
anak yang dilakukan oleh Guru SD di Tenggarong. Hakim dalam putusannya
tidak menerapkan asas lex spesialis derogat legi generali dimana hakim
memilih aturan yang lebih umum yaitu pasal 290 ayat (2) KUHP dibanding
aturan yang lebih khusus pasal 82 ayat (2) Undang-Undang perlindungan

anak.

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari skripsi ini
yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap
tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh guru SD di
Tenggarong

2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap
pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pencabulan anak yang

dilakukan oleh guru SD di Tenggarong.

19 Ahmad Wahyu Dzilhajj, 2018, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi
Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Oleh Tenaga Pendidik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi
Banjarmasin Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN.Bjm), (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).



F. Kegunaan Hasil Penelitian
Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan
manfaat praktis.?° Maka dari itu Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini
untuk dapat memberikan manfaat dari dua aspek tersebut.

1. Aspek teoritis (Teoritis), yaitu dapat memberikan sumbangsih keilmuan
dan memperluas wawasan dalam bidang hukum pidana serta hukum
pidana islam yang berkaitan tentang tindak pidana pencabulan.

2. Aspek terapan (Praktis), yaitu dapat memberikan kesadaran kepada
masyarakat agar semakin perhatian kepada keamananan anak dari bahaya
pencabulan . Selain itu dapat pula digunakan para penegak hukum untuk
lebih kritis dan lebih bijak dalam memutuskan perkara.

G. Definisi Operasional
Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini yang berjudul

“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak

Yang Dilakukan Oleh Guru Sd Di Tenggarong (Studi Putusan No

635/Pid.Sus/2017/Pn. Trg)”, maka penulis akan memberikan keterangan dan

pemahaman dari variable yang telah dipilih, yaitu:

1. Hukum pidana islam
Hukum pidana islam dalam bahas Arab disebut jarimah atau jinayah.

Jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan

20 Jonaedi Efendy Dan Jonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris
(Jakarta:Kencana, 2016), 175.



hukuman hudud dan takzir.?! Jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh
syara’ baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda dan lainnya.??
Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana islam dalam penelitian ini
adalah jarimah takzir.

2. Tindak pidana pencabulan
Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang
melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum,larangan mana disertai
dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang
melanggar larangan tersebut.?®> Sedangkan yang dimaksud dengan
Pencabulan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau
perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu
birahi. Misalnya berciuman, merab-raba kemaluan, dan meraba-raba buah
dada.?* Dalam penelitian ini tindak pidana pencabulan dilakukan oleh
pelaku (Muhammad Sadar S.Pd Bin H. Sume) dengan cara memegang
kemaluan korban (Rahma Lutfia) dalam putusan Pengadilan Negeri
Tenggarong No 635/Pid.Sus/2017/Pn. Trg.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara ilmiah ilmiah untuk mendapatkan data
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini ada beberapa hal

yang akan saling berkaitan yang dengannya sebuah penelitian bersifat ilmiah.

21 Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta:Kencana, 2019), 1.

22 |bid, 2.

23 Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta:Rancang Education, 2012), 25.

24 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor:Politeia,1991), 212.



1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif

(Normatif Law research), yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa

produk perilaku hukum, dengan pembahasan mengenai analisis hukum

pidana islah terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh
guru SD.
2. Data yang dikumpulkan

a. Data primer dalam penelitian ini yaitu dasar pertimbangan hukum
hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor
635/Pid.Sus/2017/Pn. Trg.

b. Data Sekunder dalam penelitian ini yaitu analisis hukum pidana islam
terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan
Negeri Tenggarong Nomor 635/Pid.Sus/2017/Pn. Trg.

3. Sumber data

a. Sumber primer
Sumber primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas. Bahan data primer terdiri dari perUndang-
Undangan dan putusan-putusan hakim.?® Sebagai data primer penulis
mengambil putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor

635/Pid.Sus/2017/Pn. Trg.

%5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana Media Group, 2006), 141.



b. Sumber Sekunder
Sumber sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan
bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung
diperoleh peneliti dari subyek penelitian.?® Sumber data sekunder
berupa buku, jurnal, kitab, artikel atau bacaan lain yang berkaitan
dengan skripsi yang akan ditulis.

4. Teknik pengumpulan data
Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhklan

dalam penelitian ini, digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Teknik dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah mempelajari kasus atau objek penelitian.
Dalam hal ini penulis memperolen data primer dengan cara
mendownload Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor
635/Pid.Sus/2017/Pn. Trg.

b. Studi pustaka
Studi  pustaka adalah teknik mengumpulkan data dengan cara
mengkaji buku-buku dan literatur. Teknik ini digunakan untuk
memperoleh data beberapa teori tentang tindak pidana pencabulan.

5. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk

uraian sebagai berikut:

%6 saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1998), 91.



a.

Editing

Editing adalah memeriksa kembali semua data yang telah dikumpulkan
dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang
meliputi kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta keaslian
dan kejelasan permasalahan.?’

Organizing

Organizing yaitu penyusunan data secara sistematis.?® Seperti
peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, dan beberapa
karya ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana dan dalam penelitian
berhubungan dengan tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan
oleh guru SD.

Analizing

Analizing yaitu melakukan analisis dengan sejumlah data yang telah
terhimpun agar menjadi informasi yang dapat diimplementasikan.?®
Dengan cara menguraikan suatu pokok atas berbagai kajian agar
mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman berupa putusan
Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor:635/Pid.Sus/2017/PN. Trg,
dengan menggunakan dalil hukum pidana dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan

masalah.

27 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996),72.

28 1hid, 73.

29 Lexy, J. Moloeng, metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja: Rosda karya, 2001),248.



6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. yakni teknik
analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data
tentang pertimbanagn hukum hakim terhadap tindak pidana pencabulan
anak dalam putusan  Pengadilan  Negeri  Tenggarong No
635/pid.Sus/2017/PN. Trg kemudian dianalisa dengan menggunakan teori
hukum pidana islam dalam hal ini teori jarimah takzir.

Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat
dari variabel yang bersifat umum. Teori jarimah takzir kemudian
diaplikasikan dan dijadikan sebagai dasar analisa terhadap pertimbangan
hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No
635/pid.Sus/2017/PN. Trg kemudian ditarik pada sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan (penulisan) atau outline penelitian berisi
gambaran utuh rencana penelitian.*® Untuk itu guna memberikan gambaran
yang jelas dan tersusun, penulis akan membagi penelitian ini kedalam

beberapa Bab, yaitu:

Bab | pendahuluan, bab ini memuat tentang latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian

dan sistematika pembahasan.

30 Jejen Musfah, Tips Menulis Karya Ilmiah (Jakarta:Kencana,2016), 34.



Bab Il Kerangka Teoritis, berisi tentang landasan teori yang akan
memaparkan tentang tindak pidana pencabulan anak dilihat dari segi hukum

pidana islam dan hukum pidana positif.

Bab 111 Data Penelitian, bab ini memuat deskripsi tentang isi putusan
serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri

Tenggarong Nomor 635/pid.Sus/2017/PN. Trg tentang pencabulan anak.

Bab IV Analisa data, bab ini akan memuat analisis Hukum pidana
islam dan hukum pidana positif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam

putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 635/Pid.Sus/2017. PN. Trg.

Bab V, bab ini berisi inti ataupun kesimpulan dari keluruhan isi skripsi

ini, serta berisi saran



BAB 11
JARIMAH TAKZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah yang mengandung
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
Syariat islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi
setiap manusia. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah
sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri maupun yang ada pada
orang lain.%

Hukum pidana islam sering disebut dalam Figh dengan istilah jinayah
atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal Noun (mashdar) dari kata
jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah
diartikan perbuatan dosa atau salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering
disebut dengan delik atau tindak pidana.®?

Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian seperti

yang diungkapkan oleh Abdul Qadir Awdah:

81 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta:Sinar Grafika,2009),1.
32 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam , (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004),1
18



Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa,
harta benda, atau lainnya.®

Jadi jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara’
karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal
(intelegensi).>* Menurut ibnu Nujaym sebagaimana dikutip ‘Awdah, jinayah
ialah perbuatan yang menimpa jiwa manusia atau bagian anggota tubuh yang
lain seperti membunuh, melukai, atau memukul.® Selain itu, terdapat fugaha
yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan yang diancam dengan
hukuman hudud dan gisas tidak termasuk pada perbuatan yang diancam dengan
takzir.% Selain istilah jinayah dalam hukum pidana islam tindak pidana dikenal
juga istilah jarimah.

Para fugaha berpendapat bahwa lafal jarimah dan jinayah sama artinya.
dalam bahasa arab jarimah secara etimologis berarti dosa, kesalahan atau
kejahatan. Menurut al- Mawardi pengertian jarimah secara terminologis ialah

larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau takzir

(ym ol 48 s L i =) 4,8 l)sla2). Larangan hukum bisa berwujud

mengerjakan perbuatan yang dilarang dan bisa berwujud meninggalkan yang
diperintah.’
Jarimah umumnya dipakai sebagai perbuatan dosa seperti pencurian,

pembunuhan, atau perkosaan. Istilah jarimah jika dirangkaikan dengan satuan

33 |bid, 1-2.

3 | bid

3Sahid Hm, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Uin Sa Press, 2014), 7.
36 Mardani, Hukum Pidana Islam .................. 2.

$71bid, 5-6.



atau sifat perbuatan menjadi jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, dan
jarimah perkosaan. Dalam hukum positif jarimah adalah tindak pidana atau
pelanggaran.®® Pengertian jarimah menurut istilah hukum pidana islam hampir
bersesuaian dengan pengertian menurut hukum positif (hukum pidana
indonesia) jarimah dalam hukum pidana indonesia diartikan sebagai peristiwa
pidana. Menurut Mr Tresna “peristiwa pidana adalah rangkaian perbuatan
manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau perundangan lainnya
terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.*

Jarimah terbagi dua, yaitu jarimah hudud dan jarimah takzir. Kata
Hudud (berasal dari bahasa Arab) adalah jamak dari kata had. Menurut syariat
islam hudud adalah ketetapan Allah yang terdapat dalam al-Qur’an atau
petunjuk Rasulullah yang berkaitan tentang perilaku tindak kejahatan beserta
sanksinya. Seperti zina, pencurian, khamar, dan perampokan. Sedangkan
jarimah Takzir yaitu hukuman yang belum ditentukan oleh syara, sehingga
segala bentuk hukuman atau pengaturannya dilakukan oleh pihak pemerintah.
Seperti tindak kejahatan pembalakan liar atau pencabulan yang disanksi
penjara.

B. Pengertian Jarimah Ta’zir
Takzir adalah mashdar dari kata L= — L= secara etimologi artinya Ar

Rad wa Al Man'u yang berarti menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki

arti menolong dan menguatkan*® Jarimah Ta’zir adalah jarimah yang diancam

38 |bid, 7.

3% Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika,
2004), 11.

40 Nurul Irfan, Masyrofah, Figih Jinayah, (Jakarta:Amzah, 2013), 136.



dengan hukuman takzir. Menurut bahasa kata takzir bermakna za'dib artinya
memberi pelajaran. Sedangkan menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh

Imam Al-Mawardi, Takzir yaitu:*

Takzir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum
ditentukan hukumannya oleh syara’.

Abdul Qadir ‘Audah menjeclaskan bahwa yang dimaksud dengan takzir
yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah takzir (jenis kejahatan
yang tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur’an) termasuk kejahatan yang
telah ditegaskan dalam al-Qur’an namun hukumannya tidak dijelaskan secara
terperinci terutama  pada kejahatan baru.*?

Sedangkan menurut Al-Syirazi takzir adalah hukuman yang tidak
ditentukan oleh al-Quran dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang
melangar hak Allah maupun hak hamba yang memiliki tujuan untuk memberi
pelajaran bagi pelaku tindak kejahatan serta mencegahnya untuk mengulangi
kejahatan serupa.*®

Adapun yang dimaksud dengan jarimah takzir yang melanggar hak
Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan
kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi,

penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, mencium wanita yang bukan

“1 Ibid, 19.

42 Hendra Gunawan, “Penerapan Hukuman Ta’zir Di Indonesia”, Vol. 04, No,2, Desember 2018,
361

43 Mirsan, “Kriteria Jarimah Takzir”, Jurnal Justita, Vol.2, No 1 (2017), 3.



istri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah takzir yang
melanggar hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan
kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Seperti penghinaan,
penipuan, pemukulan dan sebaginya.*

Takzir dimaknai pula dengan hukuman yang tidak ditentukan (bentuk
dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang
tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah
maupun hak manusia (pribadi).*®

Adapun mengenai ketentuan ataupun pengaturan mengenai jenis-jenis
kejahatan dan sanksinya yang mana termasuk dalam jarimah takzir, maka
dalam hal ini penguasalah yang berwenang menentukannya. Dengan syarat
harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh
berlawanan dengan nas-nas syara’. Maksud dari pemberian hak kepada
penguasa untuk menentukan jarimah-jarimah takzir adalah untuk mengatur
masyarakat dan memelihara  kepentingan-kepentingannya,  sehingga
menciptakan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti pula yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa syariat
islam menyerahkan kepada ulil amri (penguasa) untuk menentukan sanksi
pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatannya, untuk mencegah
permusuhan, mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat kapan

saja dan dimana saja.*®

4 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), 252.
4 1bid
46 Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Amzah,2011), 129.



Menurut Abdul Qadir ‘Audah prinsip hukuman takzir dalam syariat
islam adalah tidak membinasakan akan tetapi takzir adalah sebagai pengajaran.
Namun disisi lain kebanyakan Ulama figih membuat suatu pengecualian dari
aturan umum tersebut, yaitu bolehnya menjatuhkan hukuman mati, jika
memang untuk kepentingan umum atau jika itu jalan terbaik dalam
penyelesaian permasalahan.*’

Memang maksud utama dari adanya sanksi takzir adalah sebagai
preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Fungsi preventif maksudnya
adalah sebagai upaya pencegahan sehingga orang lain tidak meelakukan
kejahatan yang sama dengan terhukum. Sedangkan fungsi represif maksudnya
yaitu hukuman takzir memberikan efek jera dan kesadaran bagi terhukum agar
tidak lagi mengulangi kejahatannya. Oleh karena itu sanksi takzir dalam fungsi
preventif dan represif dalam bentuk sanksinya tidak berlebihan dan tidak terlalu
lemah serta sejalan dengan keperluan dan kepentingan umum sehingga
terwujud keadilan. Adapun yang dimaksud dengan fungsi kuratif yaitu
hukuman takzir dapat menciptakan perbaikan perilaku dan sikap terhukum
dikemudian hari karena tentunya sanksi yang diberikan akan mendorong
pelaku sadar akan perbuatannya. Sedangkan fungsi edukatif maksudnya yaitu
bahwa sanksi takzir mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah
pola hidupnya bukan karena takut hukuman tapi karena kesadaran bahwa

melakukan kejahatan haruslah dihindari.

47 Ahmad Syarbani, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam”, Jurnal lus Civile,...7



Hukuman takzir sangat berkaitan dengan akal manusia karena penilain
kemanusiaan sangat dilibatkan sebgaimana tercantum dalam al-Qur’an surah
shaad ayat 26 yang berbunyi “Hai dawud, sesungguhnya kami menjadikan
kamu khalifah (penguasa) dibumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara
manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan
menyesatkan kamu dari jalan Allah swt. Sesungguhnya orang-orang yang sesat
dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena melupakan hari
perhitungan.*®

Dari hal ini tampak bahwa Allah swt memberikan anjuran kepada nabi
Daud agar memutus suatu perkara dengan mengedepankan keadilan. Sehingga
dari sini dapat dipahami bahwa akal manusia memiliki otoritas dalam memutus
sebuah perkara yang oleh AIl-Qur’an maupun sunnah Rasulullah tidak
dijelaskan secara rinci didalamnya.*°

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan jarimah takzir adalah segala bentuk maksiat atau tindak kejahatan yang
melanggar atau merugikan ketertiban umum yang bentuk sanksinya belum
ditentukan secara rinci oleh syara’ (al-Qur’an dan as-Sunnah) sehingga
penguasa dalam hal ini hakim sebagai badan yang berwenang dapat menetukan
bentuk hukuman kepada pelaku kejahatan sesuai dengan kadar kejahatannya
dan dengan seadil-adilnya.

C. Klasifikasi Jarimah Takzir

48 Hendra Gunawan, “Penerapan Hukuman Ta’zir Di Indonesia”, Vol. 04, No.2, Desember 2018,
326.
49 |bid



Secara umum tindak pidana takzir dibagi kedalam beberapa bagian,
yaitu:>°

1. Tindak pidana hudud dan tindak pidana qisas yang syubhat,
maksudnya belum jelas, dan tidak memenuhi syarat tetapi meruupakan
maksiat. Contohnya percobaan perzinaan, percobaan pencurian,
pencurian dalam keluarga dan lain-lain.

2. Tindak piana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh al-Qur’an dan
hadits tetapi tidak ditentukan sanksinya. Contohnya penghinaan, sanksi
palsu, makan babi, tidak melaksanakan amanah, riba dan lainnya.

3. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh ulil
amri (penguasa) berdasarkan ajaran islam demi kemaslahatan umum.
Contohnya pelanggaran terhadap peraturan yang dibuat oleh penguasa
atau pemerintah, seperti korupsi, penebangan hutan dan lain
sebagainya
Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana takzir terbagi

menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut:
1. Pelanggaran terhadap kehormatan, yaitu:>:
a. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan.
b. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan,
c. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri,

d. Penculikan

%D.A. Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta:Rajawali
Pers, 1996), 13.

51 Abdurrahman Al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, (Bogor:Pustaka Thariqul l1zzah, 2002),
284,



2. Pelanggaranterhadap kemulian, diantaranya:®?
a. Tuduhan-tuduhan palsu,
b. Pencemaran nama baik
c. Penghinaan,hujatan,dan celaan,
3. Perbuatan yang merusak akal diantaranya:®
a. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang
dapat merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat
mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman
khamar, narkotika, psikotropika, dan sejenisnya,
b. Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum atau
apapun dengan maksud untuk dibuat khamr oleh pembelinya.
4. Pelanggaran terhadap harta, diantaranya:>*
a. Penipuan dan masalah muamalat,
b. Kecurangan dalam perdagangan,
c. Ghasab (meminjam tanpa izin)
d. Pengkhianatan terhadap amanah harta
5. Gangguan keamanan, diantaranya:*
a. Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selaindalam
perkara hudu dan gisas.

b. Menteror, mengancam atau menakut-nakuti orang lain.

52 1bid
%3 bid, 285.
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c. Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri

dan merugikan orang lain.

6. Subversi/gangguan terhadap keamanan Negara, diantaranya:>®

a. Makar, yang tidak melalui pemberontakan,

b. Spionase (mata-mata),

c. Membocorkan rahasia negara,

7. Perbuatan yang berhubungan dengan agama.®’

a. Menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur,

b. Mencela salah satu dari risalah islam, baikmelalui lisan
maupun tulisan,

c. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti
meninggalkan shalat, terlambat bayar zakat, berbuka siang hari
pada bulan ramadhan tanpa uzur.

Jadi dapat dipahami bahwa sangat beragam jenis tindak pidana takzir
dan tidak terbatas hanya apa yang telah disebut sebelumnya. Lingkup jarimah
takzir sangatlah luas karena perbuatan apapun yang bukan termasuk hudud
dan qgisas jika perbuatan itu merupakan maksiat dan tindak kejahatan baik itu
melanggar hak Allah maupun hak adami yang dapat merugikan kepentingan
atau ketertiban umum maka itu dapat dikategorikan jarimah takzir.

D. Macam-macam hukuman Takzir

% 1bid.
> 1bid, 286.



1. Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan

a. Hukuman mati

Adanya hukuman takzir menurut syariat islam adalah sebagai
pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Olehnya itu dalam
penerapan  sanksinya tidak diperkenankan pada hukuman
menghilangkan anggota badan atau sampai menghilangkan nyawa.
Akan tetapi beberapa ulama menyetujui adanya pengecualian yaitu
bolehnya menerapkan sanksi mati pada situasi yang dibutuhkan demi
tercapainya kepentingan umum. Seperti mata-mata, pembuat fitnah,
dan resedivisi yang membahayakan.*®

Memang dalam penerapan hukuman mati pada kejahatan takzir ini
masih menjadi perbedaan pendapat didalam kalangan ulama.
Malikiyah membolehkan hukuman mati padajarimah takzir tertentu,
seperti kejahatan melakukan kerusakan dimuka bumi. Sedangkan
sebagian Fugaha Syafi’iyah membolehkan hukuman mati pada kasus
penyebaran aliran-aliran sesat yang jelas menyimpang dari ajaran
islam.

Hukuman jilid

Yaitu memukul dengan cambuk atau dengan alat sejenis.>® Hukuman

ini cukup efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku jarimah

58 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Bulan Bintang: 1996), 310.
%9 Abdurrahman Almaliki, Sistem Sanksi Dalam ................... 253.



takzir yang disesuaikan dengan bentuk jarimah yang dilakukan.

Dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan, yaitu:%°

1) Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya
refresif karena dapat dirasakan langsung secara fisik.

2) Hukuman cambuk dalam takzir tidak bersifat kaku tetapi fleksibel
karena masing-masing jarimah berbeda jumlah cambuknya.

3) Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak
membutuhkan anggaran yang besar

4) Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai
menelantarkan keluarga terhukum.

2. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
a. Hukuman penjara

Pemenjaraan secara syar’i adalah menghalangi atau melarang

seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu dilakukan di dalam

negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau ditempat-tempat lain.®*

Dalam khazanah hukum pidana islam, pidana penjara bisa disebut

dengan alhasbu atau al-sijnu yang sevara etimologi berarti mencegah

dan menahan. Sedangkan secara terminologi berarti menahan atau

mencegah seseorang pelaku kejahatan dari pergaulan dari

masyarakat.®?

60 Nurul Irfan, Masyrofah, Figih Jinyah................ 98.
61 Abdurrahman Almaliki,Sistem Sanksi Dalam ............ 257.
62 A. Rahma Ritongga, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta:lkhtiar Baru Van Hove, 1997), 71.



Jenis hukuman ini dibedakan menjadi dua yaitu®®

1) Hukuman penjara terbatas
Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama
waktunya telah ditentukan secara jelas. Hukuman ini diterapkan
pada penjual khamar, penghinaan, bersaksi palsu dan lainnya.

2) Hukuman penjara tak terbatas
Hukuman penjara tak terbatas yaitu hukuman yang tidak dibatasi
waktunya, sehingga lamanya dipenjara terdakwa tergantung dari
lamanya dia hidup. Maksudnya adalah pelaku kejahatan dipenjara
sampai meninggal. Hal ini berlaku pada jenis kejahatan yang
sangat berbahaya, Misalnya orang yang menahan orang lain untuk
dibunuh oleh orang ketiga.

b. Pengasingan

Pengasingan adalah membuang seseorang di tempat yang jauh.®*

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang

dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya

harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.®

Selain itu pula pengusiran diberikan sebagai upaya memberikan efek

jera bagi pelaku agar sanksi tersebut dapat menjadi pencegah.

¢. Hukuman salib

8 Nurul Irfan, Masyrofah, Figih Jinyah................
64 Abdurrahman Almaliki,Sistem Sanksi Dalam ......... 266.
8 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam........... 264.



Sanksi ini berlaku dalam satu kondisi, yaitu jika sanksi bagi pelaku
kejahatan adalah hukuman mati.®

Pemecatan

Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya
dan diberhentikannya dari jabatan atau tugas yang dipegangnya.
Pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan yaitu penguasa menginstrusikan
kepada masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dalam
batas waktu tertentu.®’

Publikasi kesalahan secara terbuka

Yaitu mempublikasikan seorang terhukum untuk menghilangkan
kepercayaan masyarakat terhadap orang tersebut. Atau mengumumbkan
kejahatan pelaku kriminal kepada masyarakat, memperingatkan kepada
masyarakat terhadap orang tersebut serta menelanjangi kejahatan-

kejahatannya berdasarkan bukti-bukti akurat.®®

3. Sanksi takzir berupa harta

Tentang sanksi berupa harta masih terdapat ikhtilaf diantara para

ulama, adayang membolehkan ada yang menolak. Imam Abu Hanifah

tidak memperbolehkannya sedangkan imam Syafi’i, imam Malik, Abu

yusuf, dan imam Ahmad membolehkannya. Ulama yang membolehkan

berpendapat bahwa sanksi takzir berupa hartabenda ini maksudnya adalah

66 Abdurrahman Almaliki,Sistem Sanksi Dalam ........... 268.
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dengan menahan harta terhukum selama beberapa lama, bukan dengan
merampas atau menghancurkan. Alasannya vyaitu karena tidak
diperkenankan mengambil harta seseorang tanpa alasan hukum yang
membenarkannya.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir berupa harta ini
mennjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta
yaitu:%°

a. Melenyapkan harta
Yaitu menghancurkan harta benda sampai rusak dan habis agar tidak
bisa dimanfaatkan lagi, hal ini telah dicontohkan Rasulullah terhadap
patung-patung yang tergantung di Ka’bah.”

b. Mengubah bentuk barang
Yaitu dengan mengubah bentuknya dan sifatnya. Contohnya
mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong
kepalanya, sehingga membuat kecewa pemiliknya.’*

c. Memilikinya
Hukuman ini juga dapat disebut denda. Yaitu hukuman berupa
pemilikan harta pelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah Saw
melipat gandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan

dari pohonnya.”

4. Hukuman Takzir dalam bentuk lain
8 Nurul Irfan, Masyrofah, Figih Jinayah................ 158.
Olpid, 171.
"1bid 108
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Selain hukuman Yang telah disebut diatas, terdapat bentu-bentuk
sanksi lainnya, yaitu:"
a. Peringatan keras
b. Dihadirkan dihadapan sidang
c. Nasihat
d. Celaan
E. Syarat-Syarat Takzir

Sanksi takzir dapat diberlakukan kepada pelaku kejahatan atau
pelanggaran yang berakal, muslim atau non muslim apabila mereka
melakukan kejahatan atau pelanggaran baik yang bersifat ucapan, perbuatan,
ataupun isyarat, maka menjadi wewenang pemimpin untuk menjatuhkan
sanksi.’

Menurut al-Marghinani, siapapun pelaku jarimah takzir baik anak-anak
yang baligh, budak atau merdeka, muslim atau kafir dan lain-lain akan tetap
dijatuhkan sanksi takzir. Jika yang melakukan adalah orang gila atau anak
yang belum baligh maka mereka terlepas dari sanksi takzir.”

Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang agama dari pelaku
kejahatan, karena siapapun yang melakukan tindak pidana akan tetap dikenai
hukuman. apabila pelaku kejahatan atau pelanggaran menyangkut hak Allah

seperti, zakat dan sebagainya dan hak adami (kemanusiaan), maka sanksi

73 |bid.
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takzir diberlakukan. Sedangkan bagi non muslim dikenai takzir hanya pada

pelanggaran hak adami.”

76 1bid 63.
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BAB Il
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR
635/P1D.SUS/2017/PN. Trg TENTANG PENCABULAN ANAK YANG

DILAKUKAN OLEH GURU SD

. Profil Singkat Pengadilan Negeri Tenggarong

Pengadilan Negeri Tenggarong berdiri sejak Tahun 1963 beralamat
Jalan Ki Hajar Dewantara. Dan pada Tahun 1975 Pengadilan Negeri
Tenggarong pindah di Jalan A. Yani No. 16 menempati gedung baru yang di
resmikan pada Tanggal 23 September 1975 Oleh Bapak M. .Jusran Saifuddin,

SH Ketua Pengadilan Tinggi Timur.

Sejak Tahun 1975 Pengadilan Negeri Tenggarong berstatus Kelas 11 A,
dan pada Tahun 2003 Pengadilan Negeri Tenggarong Naik Kelas Menjadi
Kelas | B. Sejak Tahun 1975 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong
meliputi Kabupaten Kutai Kartaegara, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur
dan Kabupaten Kutai Barat. Karena Pada Tahun 2003 ada pemekaran Daerah
Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur sehingga Wilayah Hukum Kota
Bontang dan Kabupaten Kutai Timur berdiri sendiri dan Pengadilan Negeri
Tenggarong dikarenakan memiliki Pengadilan Negeri sendiri. Dan Pada Tahun
2007 ada lagi pemekaran Daerah Kabupaten Kutai Barat maka Pengadilan
Melak Kabupaten Kutai Barat juga berdiri Sendiri dan Wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Tengarong dikarenakan telah memiliki Pengadilan Negeri

35



Sendiri. Sejak Tahun 2007 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong

hanya meliputi Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sejak bulan Juli tahun 2011 Gedung Kantor Pengadilan Negeri
Tenggarong di bongkar dan dengan rencana pembangunan Kantor Baru,
sehingga untuk sementara waktu kegiatan Kantor Pengadilan Negeri
Tenggarong beralih ke Jalan Imam Bonjol Nomor 89 Tenggarong Kabupaten

Kutai Kartanegara.

Pada tahun 2013 bangunan gedung Pengadilan Negeri Tenggarong telah
selesai, sehingga sesuai kesepakatan maka pada tanggal 22 Mei 2013 Gedung
Pengadilan Negeri Tenggarong serta 39 gedung pengadilan tingkat pertama
telah diresmikan oleh Ketua MA, DR.HM HATTA ALI, SH., MH yang
dipusatkan di Pengadilan Negeri Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur. Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Ketua MA bidang
Yudisial, Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Para Ketua
Pengadilan Tinggi, Para Pejabat Eselon | dan Il pada MA, dan para undangan

lainnya.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Tenggarong vyaitu "Terwujudnya

Pengadilan Negeri Tenggarong Yang Agung".

Misi Pengadilan Negeri Tenggarong :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tenggarong
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

pada Pengadilan Negeri Tenggarong



3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Negeri Tenggarong
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Negeri
Tenggarong
B. Identitas Pelaku
Kasus pencabulan anak yang diputus oleh pengadilan Negeri
Tenggarong dengan terdakwa Muhammad Sadar S.Pd Bin H.Sume berjenis
kelamin laki-laki, umur 36 tahun, tempat kelahiran Marang kayu, 30 Nopember
1980, beragama Islam dan berprofesi sebagai PNS (Guru SDN 019 Marang
Kayu).”’
C. Deskripsi Kasus
1. Kronologi kejadian
Terdakwa Muhammad Sadar S. Pd Bin H.Sume Pada hari minggu
tanggal 6 Agustus 2017 sekitar jam 11:00 Wita atau setidak-tidaknya pada
tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di perumahan SDN 019 Dusun
Ajjalang Rt. 10 Desa Santan Ilir Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara
atau setidak-setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa perkara
tersebut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai

hubungan keluarga, pengasuh anak, tenaga pendidik, tenaga kependidikan,

7 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN. Trg, 1.



aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari
satu orang secara bersama-sama.’®

Pada tanggal tersebut Rahmi Lutfia yaitu saksi korban sedang
bermain kelereng bersama saksi Rizki di lapangan sekolah SDN 019 Marang
Kayu, kemudian datang terdakwa bertanya kepada saksi Rahmi Lutfia “Fia
bisa cuci piringkah?” kemudian saksi Rahmi Lutfia menjawab “bisa Pak”
kemudian terdakwa saat itu langsung masuk ke rumahnya dan tidak lama
kemudian terdakwa keluar lagi dan berdiri di depan teras rumahnya lalu
berteriak memanggil “Fia” lalu saksi Rahmi Lutfia dan Rizki menghampiri
terdakwa yang berdiri yang berdiri di depan teras rumahnya. Setelah itu
keduanya disuruh terdakwa untuk meminjam gerinda di tempat Pak Rudi
dengan menggunakan sepeda anak dari terdakwa namun sesampainya di
rumah pak Rudi ternyata pak Rudi sedang tidak ada di rumah, sehingga
saksi rahmi lutfia dan Rizki kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 11:00
wita. Kemudian saksi menyampaikan kepadaterdakwa bahwa pak Rudi
sedang tidak ada di rumah, kemudian terdakwa mengatakan “ya sudah
masuk ke dalam cuci piring”. Lalu saksi korban Rahmi Lutfia masuk ke
dalam sedangkan saksi Rizki tidak ikut masuk dan kembali bermain di
halaman teras terdakwa. "

Setelah masuk ke dalam saksi Rahmi Lutfia langsung menuju ke
tempat cucian piring sedangkan terdakwa terlebih dahulu menutup pintu

depan kemudian terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang, disaat saksi

78 putusan Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN. Trg, 3-4.
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korban mengambil baskom dan rinso lalu menuang rinso ke dalam baskom
kemudian terdakwa mengambil gayung hendak mengambil air namun saat
itu terdakwa langsung melepas gayungnya dan tangan kanannya memegang
punggung saksi korban, karena saksi korban dalam keadaan menunduk
kemudian tangan kiri terdakwa memegang kemaluan saksi korban dari arah
depan dengan cara mengusap dari bawah keatas dan saksi korban yang
terkejut dan ketakutan kemudian menepis tangan Kiri terdakwa dan berusaha
lari namun ditarik oleh terdakwa lalu saksi korban mengatakan “mau
pulang” kemudian terdakwa mengatakan “jangan bilang siapa-siapa ya”.
Setelah itu korban berlari dengan masih memegang rinso menuju kepintu
depan rumah dan membukanya. Ketika hendak keluar terdakwa berteriak
“jangan dibawa rinsonya” lalu saksi korban meninggalkan rinso tersebut di
teras rumah terdakwa kemudian lari sambil menangis dan bersembunyi di
dekat mobil yang parkir. Kemudian saksi rizki menghampiri dan bertanya
“kenapa kamu ketakutan?” kemudian saksi korban menjawab
astaghfirullah al-adzim” secara berulang-ulang dan berkata “dipegang
kemaluanku Pak Sadar”. Setelah itu saksi korban Rahmi Lutfia pulang
kerumah dan menceritan kejadian tersebut ke orang tuanya.®
2. Alat Bukti Dan Barang Bukti
Dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada
beberapa hal yang termasuk dalam alat bukti yaitu: keterangan saksi,

keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

80 pytusan Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN. Trg, 5.



a. Keterangan Saksi

1)

2)

Rahmi Lutfia Als Fia Binti Subchan, pada pokoknya menerangkan
bahwa saksi masih berusia 11 tahun 10 bulan, dan masih bersekolah
di SDN 019 Marangkayu kleas 6 SD. Bahwa yang melakukan
pencabulan kepada saksi adalah pak Sadar. Dan dilakukan hanya satu
kali yaitu pada hari minggu tanggal 06 agustus 2017 sekitar jam
11:00 wita yang dilakukan didapur rumah pak sadar. Pencabulan
dilakukan oleh terdakwa yang pada awalnya saksi korban terlebih
dahulu dipanggil dan disuruh oleh terdakwa masuk kedalam rumah
untuk mencuci piring, kemudian setelah saksi korban masuk
terdakwa mengikuti dari belakang dan menutup pintu terlebih
dahulu. Kemudian disaat saksi korban mengambil baskom dan rinso
lalu menuang rinso ke dalam baskom kemudian terdakwa mengambil
gayung hendak mengambil air namun saat itu terdakwa langsung
melepas gayungnya dan tangan kanannya memegang punggung saksi
korban, karena saksi korban dalam keadaan menunduk kemudian
tangan kiri terdakwa memegang kemaluan saksi korban dari arah
depan dengan cara mengusap dari bawah keatas®!

Subchan Bin Abd. Rahman, yang keterangannya menjelaskan bahwa

saksi korban Rahmi Lutfia merupakan anak dari saksi, Saksi

8 1bid, 9-10.



3)

mengenal Muhammad sadar karena merupakan teman dari istri saksi.
Bahwa saksi mengetahui perbuatan pencabulan tersebut berdasarkan
dari cerita ibu Korban serta cerita saksi korban sendiri. Setelah itu
saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak
polisi. Kemudian terkait permasalahan tersebut Muhammad sadar
datang ke rumah saksi dan menyampaikan permintaan maaf atas
peristiwva yang terjadi, kemudian anatara kedua belah pihak telah
membuat kesepakatan perdamaian.®?

Siti Hajar Bin Suprapto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa
yang mencabuli anak saksi adalah Pak Sadar dan tidak ada hubungan
keluarga dengannya. Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian
namun diceritakan oleh saksi korban bahwa pak Sadar telah
mencabuli saksi korban dengan memegang kemaluannya. Kemudian
saksi juga menerangkan bahwa Muhammad sadar telah datang
kerumah saksi dan meminta maaf dan antara kedua belah pihak telah
menyatakan berdamai sebagaimana yang tercatat dalam surat

perdamaian.®

4) Muhammad Rizki Bi Nurdin (Alm), dalam persidangan

menerangkan -Bahwa Saksi tidak melihat saat Rahmi Lutfia
dicabulin hanya saja saksi melihat Rahmi Lutfia seperti orang
ketakutan berdiri didekat mobil yang ada didepan rumahnya sambil

bilang "astagfirullahalazim berulang-ulang™ sambil menangis lalu

8 bid, 12-13.
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saksi tanya kenapa kamu Fia dan Fia bilang "dipegang kemaluanku
sama Pak Sadar";Bahwa saksi tidak disuruh oleh pak Sadar masuk
kerumah dan mencuci piring bersama Fia; Bahwa menurut cerita
Fia kepada saksi ia dicabuli Pak Sadar saat ia mau cuci piring waktu
posisi tunduk seperti rukuk mau tuang rinso ke baskom kemudian
datang Pak Sadar memegang punggungnya Fia dengan tangan
kanannya kemudian tangan kirinya memegang kemaluannya Fia
dari arah depan (dielus dari bawah keatas) kemudian Fia langsung
menepis tangannya Pak Sadar dan lari keluar rumah.®*
b. Keterangan terdakwa
Dalam persidangan terdakwa Muhammad Sadar memberikan
keterangan bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari
Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 wita dirumah
terdakwa diperumahan SDN 019 Dusun Ajjalang Desa Santan Ilir Rt.
10 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara. Perbuatan cabul
terdakwa lakukan dengan cara memegang kemaluannya dengan
menggunakan tangan Kiri terdakwa namun dalam keadaan sdri. Lutfia
masih menggunakan pakaiannya. Terdakwa memegang kemaluan sdri.
Lutfia hanya sekitar 5 detik karena kemudian Fia langsung lari dan
meninggalkan terdakwa namun sempat terdakwa menarik pakaian Fia
namun terlepas. Terdakwa pula menerangkan bahwa maksud terdakwa

memegang kemaluan FIA adalah hanya sekedar iseng/main-main saja

8 |bid, 16-17.



dan terdakwa tidak merasakan apa-apa saat meraba-raba kemaluan Fia.

Kemudian terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan;

serta terdakwa belum pernah dihukum dan saat ini memiliki anak dan

istri yang harus terdakwa nafkahi.®

c. Barang Bukti

1) Barang bukti berupa surat

a)

b)

Bahwa terdakwa adalah sebagai tenaga pendidik di SD Negeri
019 Santan Ilir Kec. Marang Kayu tempat saksi RAHMI
LUTFIA sekolah berdasarkan keputusan Kepala sekolah SD
Negeri 019 Santan Ilir Kec. Marang Kayu Nomor

422.1/01/UPT.DP-14/SD- 019/V11/2017 tanggal 20 Juli 2017;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Amalia
Bontang No : 004/RS- AB/VIII/2017 tanggal 6 Agustus 2017
telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Bincar Pardomuan Siregar
terhadap Rahmi Lutfia umur 11 tahun dengan kesimpulan
pemeriksaan luar pada kelamin tidak ditemukan adanya luka

didaerah vagina, selaput dara tampak utuh.

2) barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

a) 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih bertuliskan SODA

POP;

b) 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna merah muda;

8 1bid, 19-20.



c) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih kombinasi warna
orange bertuliskan OUR BUS;®®
D. Pertimbangan Hakim
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Hal-hal Yang Memberatkan;®’
1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma terhadap saksi korban

RAHMI LUTFIA yang masih berusia 11 tahun;
Hal-hal Yang Meringankan:®

2. Terdakwa belum pernah dihukum;

3. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

4. Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi;

5. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

6. Antara keluarga terdakwa dan keluarga korban telah melakukan
perdamaian

E. Dasar Hukum Hakim

Dalam putusan Nomor 635/pid.sus/2017/PN Trg Terdakwa diajukan ke

persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan alternatif,

dakwaan pertama yaitu pasal pasal 82 ayat (2) jo pasal 76E tahun 2016 tentang

% 1bid, 21-22.
8 1bid, 29
8 1bid.



penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI
No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Dan
dakwaan kedua pasal 290 ayat (2) KUHP. Karena dakwaan disusun secara
Alternatif, maka majelis hakim memilih dakwaan yang dianggap paling
memenuhi perbuatan terdakwa yakni dakwaan Kedua Pasal 290 ayat (2)
KUHP.

Oleh karena itu pertimbangan hakim atau dasar hukum hakim yang akan
dipaparkan dalam skripsi ini adalah apa yang terkait dengan penjelasan dari
unsur-unsur pasal 290 ayat (2) KUHP, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut;

Unsur “Barang siapa” yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa dalam
Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu
delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan
dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana
sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Barang Siapa“ yang identitasnya
telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.®®

Dan yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa Muhammad Sadar S.Pd
Bin H. Sume yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi
dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur “melakukan perbuatan cabul” yang dimaksud dengan perbuatan

cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau perbuatan keji

8 1bid, 25.



yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya bercium-ciuman, meraba
anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya.®

Dan berdasarkan fakta yang ditemui di persidangan dan setelah mendapat
keterangan saksi korban, para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa
benar terdakwa Muhammad Sadar S.Pd Bin H. Sume telah melakukan
pencabulan terhadap korbannya Rahmi Lutfia. Peristiwa pencabulan itu terjadi
hari minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar jam 11:00 Wita bertempat di
rumah terdakwa di perumahan SDN 019. Saat itu Rahmi Lutfia disuruh oleh
tedakwa untuk mencuci piring. Setelah masuk ke dalam saksi Rahmi Lutfia
langsung menuju ke tempat cucian piring sedangkan terdakwa terlebih dahulu
menutup pintu depan kemudian terdakwa mengikuti saksi korban dari
belakang, disaat saksi korban mengambil baskom dan rinso lalu menuang rinso
ke dalam baskom kemudian terdakwa mengambil gayung hendak mengambil
air namun saat itu terdakwa langsung melepas gayungnya dan tangan kanannya
memegang punggung saksi korban, karena saksi korban dalam keadaan
menunduk kemudian tangan Kiri terdakwa memegang kemaluan saksi korban
dari arah depan dengan cara mengusap dari bawah keatas dan saksi korban
yang terkejut dan ketakutan kemudian menepis tangan kiri terdakwa dan
berusaha lari namun ditarik oleh terdakwa lalu saksi korban mengatakan “mau

pulang” kemudian terdakwa mengatakan “jangan bilang siapa-siapa ya”.

% 1hid, 26.



Dari uraian kronologis diatas dapat diyakini bahwa perbuatan terdakwa
memang mengandung unsur perbuatan cabul sehingga jelas bahwa unsur
perbuatan cabul dalam pasal 290 KUHP telah terpenuhi.

Unsur “dengan seseorang yang diketahuinya atau patut disangkanya belum
berumur lima belas tahun. Berkaitan dengan unsur ini, maka dilihat dari umur
korban pada saat terdakwa melakukan perbuatannya. Saat itu korban masih
berumur 11 (sebelas) tahun. Maka jelas bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Setelah semua unsur-unsur Pasal 290 ayat (2) KUHP telah terpenuhi,
maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul *;

Dan pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan
pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka
terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

F. Amar Putusan
Setelah semua proses persidangan selesai dan sesuai dengan
permusyawaratan majelis hakim, dengan mempertimbangkan semua apa yang
ditemui dipersidangan maka majelis hakim yang diketuai oleh Teopilus
Patiung, SH, MH beserta | Gede Adhi Gandha Wijaya, SH, MH dan Ricco
Imam Vimayzar, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, memutus
perkara terdakwa dengan menggunakan pasal 290 ayat (2) KUHP, dengan

bunyi amar putusan sebagai berikut; %

°% 1bid, 30.



Menyatakan terdakwa Muhammad Sadar S.Pd Bin H. Sume, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan
Perbuatan Cabul “, sesuai dengan dakwaan kedua; Menjatuhkan pidana
kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti berupa;
a. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih bertuliskan SODA POP;
b. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna merah muda;
c. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih kombinasi warna orange
bertuliskan OUR BUS;
Dikembalikan kepada RAHMA LUTFIA,;
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



BAB IV

SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN

OLEH GURU SD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri
Tenggarong No 635/Pid. Sus/2017/Pn. Trg Tentang Tindak Pidana
Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Guru Sd

Terkait dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarong No
635/pid.Sus/2017/PN. Trg tentang tindak pidana pencabulan anak yang
dilakukan oleh guru SD, yang mana hakim dalam amar putusan menyatakan
terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan dan dijatuhi sanksi 1
(satu) tahun penjara.

Dalam dakwaannya jaksa penuntut umum memberikan dakwaan
alternatif, dakwaan pertama yaitu pasal pasal 82 ayat (2) jo pasal 76E tahun
2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan
kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi
Undang-undang. Dan dakwaan kedua yaitu pasal 290 ayat (2) KUHP.

Dan dalam amar putusan hakim memutus perkara dan menyatakan
terdakwah bersalah melanggar pasal 290 ayat (2) KUHP tentang pencabulan
anak dibawah umur. Dalam pertimbangannya hakim melihat bahwa unsur-
unsur dalam pasal ini telah terpenuhi semuanya.

Adapun bunyi pasal 290 ayat (2) KUHP, yaitu “ barang siapa

melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau
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sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau
kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya dikawin”.
Unsur “Barang siapa” yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa
dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada
suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan
dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana
sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Barang Siapa* yang identitasnya
telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan. Dan yang
diajukan dipersidangan yakni terdakwa Muhammad Sadar S.Pd Bin H. Sume
yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan
sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
Unsur “melakukan perbuatan cabul” yang dimaksud dengan perbuatan
cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau perbuatan keji
yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya bercium-ciuman, meraba

anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya.

Dan dalam proses persidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa
Muhammad Sadar S.Pd Bin H. Sume melakukan pencabulan kepada korbannya
Rahmi Lutfia dengan memegang kemaluan korban. Hal ini berdasarkan dari
keterangan para saksi yang dihadirkan di pengadilan termasuk keterangan saksi
korban serta keterangan terdakwa dimana terdakwa sendiri telah mengakui

perbuatannya. Dengan ini unsur melakukan pencabulan telah terpenuhi



Unsur “dengan seseorang yang diketahuinya atau patut disangkanya belum
berumur lima belas tahun. Berkaitan dengan unsur ini, maka dilihat dari umur
korban pada saat terdakwa melakukan perbuatannya. Saat itu korban masih
berumur 11(sebela) tahun. Maka jelas bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Maka setelah semua unsur-unsur Pasal 290 ayat (2) KUHP telah terpenuhi,
maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul”.

Adapun unsur-unsur dalam pasal dakwaan pertama yaitu pasal 82 ayat
(2) jo pasal 76E tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016
tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menjadi Undang-undang. Karena pasal ini lebih khusus mengatur
tentang pencabulan yang korbannya anak.

Disini penulis akan memaparkan unsur-unsur yang terkandung dalam
pasal 82 ayat (2) jo pasal 76E UUPA. Adapun bunyi pasal 76E, “setiap orang
dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan
tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Dapat dilihat unsur-
unsur dalam pasal ini yaitu:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu
muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”



Unsur “setiap orang”’sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 16
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan
anak, pengertian setiap orang adalah orang peronrangan atau korporasi.
Dengan kata lain setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan
(natuurlijke persoon) atau badan hukum (recht persoon) yang dapat
melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas
perbuatannya. Unsur ini sama artinya dengan “barang siapa” dalam tindak
pidana yang tertera dalam KUHP.

Unsur ini dapat dibuktikan dipersidangan ketika terdakwa menghadiri
sidang sehingga hakim dapat melihat kesesuaian antara subyek yang dimaksud
dengan orang yang dihadirkan dipersidangan.Dan dalam putusan ini yang
diajukan dipersidangan yakni terdakwa Muhammad Sadar S.Pd Bin H. Sume
yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan

sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk

anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

1. Perlakuan kekerasan adalah seperti yang dimaksud dalam penjelasan Pasal
13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu perbuatan yang mencederai



anak dantidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan social, selain itu
dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan melakukan
kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah),
dalam penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut juga disebutkan melakukan
kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil
secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala
macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

. Ancaman kekerasan adalah setiap ucapan atau tindakan sedemikian
rupasehingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang
mengancam;

. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga
orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran
hal yang ditipukan itu;

. Serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat -kalimat bohong yang
tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan
kebohongan-kebohongan  yang  lain, sehingga  keseluruhannya
merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang
yang dipengaruhinya mau berbuat sesuai dengan kehendaknya, padahal
apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan
mau melakukan perbuatan itu;

. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini sesuai dengan



ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

7. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan
(kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam nafsu birahi
kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-
raba buah dada dan sebagainya;

Unsur-unsur yang disebut diatas sifatnya alternatif, yang kesemua
perbuatannya mengarah pada tujuan dilakukannya atau membiakan perbuatan
cabul, apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan dari unsur ini telah
terpenuhi.

Penulis telah menelaah kronologi kejadian pencabulan yang dilakukan
oleh terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam fakta-fakta hukum
dipersidangan. Dapat penulis simpulkan bahwa beberapa dari unsur-unsur
diatas telah terpenuhi. Yaitu pada unsur “melakukan tipu muslihat”, unsur
“korbannya anak” serta unsur “perbuatan cabul”.

Yang pertama unsur “melakukan tipu muslihat”, berdasarkan fakta-
fakta dalam persidangan sebagaimana yang didapat dari keterangan terdakwa
maupun saksi. Dimana pelaku awalnya menyuruh saksi korban untuk masuk
ke dalam rumah untuk mencuci piring. Setelah saksi korban masuk, pelaku
turut mengikuti dari belakang dan sebelumnya pintu rumah ditutup. Dari sini
dapat kita lihat maksud dari pelaku, seolah-olah pelaku telah melakukan siasat

kepada saksi korban. Kemudian disaat saksi korban mengambil baskom dan



rinso lalu menuang rinso ke dalam baskom kemudian terdakwa mengambil
gayung hendak mengambil air namun saat itu terdakwa langsung melepas
gayungnya dan tangan kanannya memegang punggung saksi korban, karena
saksi korban dalam keadaan menunduk kemudian tangan Kkiri terdakwa
memegang kemaluan saksi korban dari arah depan dengan cara mengusap dari
bawah keatas. Dari runtut kejadian ini dapat disimpulkan bahwa unsur ini
telah terpenuhi.

Unsur “perbuatan cabul”, Perbuatan cabul adalah segala perbuatan
yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya
itu dalam nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota
kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Dari penjelasan ini jika
dihubungkan dengan fakta hukum yang didapati dipersidangan, maka unsur
ini telah terpenuhi dimana pelaku melakukan perbuatan cabul dengan cara
memegang kemaluan saksi korban dari arah depan dengan cara mengusap dari
bawah keatas.

Unsur “Korbannya anak”,yang dimaksud dengan anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan. Dan dalam kasusu ini pada saat kejadian saksi korban masih
berumur 11 (sebelas) tahun. Maka jelas bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Dalam pasal 82 ayat (2) dijelaskan tentang penunjukan subjek atau
pelaku tindak pidana secara khusus kepada orang tua, wali, pengasuh anak,
tenaga pendidik atau kependidikan, dimana sanksi bagi pelaku yang telah

disebut ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dalam pasal 1.



Adapun dalam kasus ini terdakwa adalah seseorang yang berprofesi sebagai
guru SD.

Maka telah didapati bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 82
ayat (2) Jo pasal 76E UUPA sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan
pertama dapat dibuktikan adanya sesuai dengan fakta-fakta yang ditemui dalam
proses persidangan. Jika berkaca pada asas Lex spesialis derogate legi generali
maka bisa dikatakan seharusnya hakim dalam memutus perkara tidak
menggunakan pasal 290 ayat (2) KUHP. Karena hukum yang lebih khsusus
mengeyampingkan hukum yang lebih umum. Sebagaimana perintah yang
terkandung dalam KUHP pasal 63 ayat (2) yang berbunyi “apabila suatu
perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula
dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang
dikenakan.

Namun jika melirik pada tiga tujuan hukum yakni kepastian,
kemanfaatan dan keadilan hukum maka penulis menilai bahwa keputusan
hakim telah mewakili rasa keadilan dan kemanfaatan hukum sekalipun
menepikan aspek kepastian hukum. aspek keadilan dan kemanfaatan memang
sangat penting untuk dipertimbangkan oleh seorang hakim dalam memutus
suatu perkara. Dalam kasus yang penulis teliti, kejahatan terdakwa tidaklah
begitu kejam, tidak sampai menyakiti sikorban. Dan jika dihukum sesuai pasal
82 ayat (2) Jo pasal 76E UUPA, yakni minimal lima dan maksimal lima belas

tahun penjara maka terlalu merugikan bagi terdakwa.



B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No
635/Pid. Sus/2017/Pn. Trg Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak
Yang Dilakukan Oleh Guru Sd Menurut Hukum Pidana Islam

Pencabulan dalam Hukum Pidana Islam termasuk pada kategori
jarimah takzir. Karena baik bentuk perbuatannya maupun macam sanksinya
sebelumnya tidak didapati dalam petunjuk al-Qur’an maupun sunnah
Rasulullah (jarimah Hudud). Pencabulan tidak pula termasuk pada jarimah
Qisas-diyat karena yang dimaksud jarimah Qisas adalah jarimah yang
sanksinya setimpal dengan perbuatan atau tindak kejahatannya. Seperti
menghilangkan nyawa sanksinya dibunuh, melukai anggota badan sanksinya
anggota badan pelaku dilukai persis luka pada korbannya. Pencabulan dalam
jarimah takzir termasuk pada kejahatan yang melanggar kehormatan yaitu
perbuatan atau tindakan asusila. Tindak asusila sendiri maksudnya adalah
segala perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dalam
masyarakat dalam hal ini yang dimaksud adalah tindak kejahatan seksual yang
semuanya didasari dari dorongan nafsu birahi.

Dalam pandangan syari’at penentuan sanksi takzir diserahkan kepada
kebijakan atau penilaian pemerintah atau penguasa.®’Karena pencabulan
termasuk pada jarimah takzir maka jenis sanksinya diserahkan kepada ulil
amri atau penguasa untuk merumuskannya. Penguasa berhak menentukan

bentuk hukuman yang dianggap dapat memberikan efek jera kepada pelaku

92 Zahratul Idami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan
Hukuman Ta’zir Macamnya Dan Tujuannya”, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni, 2015, Hal 22.



yang tentunya hukuman yang diberikan setara dengan tindak kejahatan yang
dilakukan.

Sebelumnya telah dipahami bahwa ada banyak bentuk-bentuk

hukuman dalam jarimah takzir, diantaranya yaitu:

1. Sanksi yang berkaitan dengan hukuman badan, dalam katergori ini
termasuk didalamnya yaitu hukuman mati dan hukuman jilid.

2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, diantaranya
hukuman penjara, pengasingan, salib, pemecatan, pengucilan dan
publikasi kesalahan secara terbuka.

3. Sanksi yang berkaitan dengan harta, diantaranya melenyapkan
harta, mengubah bentuk barang, memilikinya (denda).

4. Hukuman lainnya, bentuknya yaitu peringatan keras, dihadirkan

dihadapan sidang, celaan dan nasihat.

Adapun dalam Putusan No 635/pid.Sus/2017/PN. Trg, sesuai isi amar
putusan, pelaku dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan
terhadap korbannya yang masih dibawah umur. dan disanksi berupa penjara

selamal (satu) tahun.

Dalam proses persidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa
Muhammad Sadar S.Pd Bin H. Sume yang berprofesi sebagai guru melakukan
pencabulan kepada korbannya Rahmi Lutfia dengan memegang kemaluan

korban. Hal ini berdasarkan dari keterangan para saksi yang dihadirkan di



pengadilan termasuk keterangan saksi korban serta keterangan terdakwa dimana

terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya.

Dalam hukum pidana islam dikatakan sebuah kejahatan jika memenuhi

tiga unsur yaitu:

1. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan yang mengatur yang disertai
dengan ancaman hukuman

2. Unsur materiil, adanya tingkah laku yang menunjukkan sebuah
kejahatan baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak
berbuat (negatif)

3. Unsur moril yaitu tentang keadaan pelaku, bahwa pelaku adalah
mukallaf, yaitu orang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kemudian Jika disesuaikan dengan kasus dalam Putusan No
635/pid.Sus/2017/PN. Trg, maka semua unsur diatas dikatakan telah terpenuhi.
Yang pertama unsur formil, unsur formil ini identik dengan asas legalitas. Dan
pencabulan sendiri termasuk dalam jarimah takzir karena sebelumnya tidak
didapati didalam al-Qur’an maupun as-Sunnah, namun demikian telah diatur
dalam kebijakan penguasa sehingga pencabulan digolongkan kedalam tindak
kejatahatan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP maupun UUPA. Unsur
materiil, dari fakta hukum didapati bahwa pelaku benar adanya telah melakukan
pencabulan dengan memegang kemaluan korban. Unsur moril, terdakwa jelas
memenuhi unsur ini karena terdakwa merupakan orang yang mampu

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.



Setelah semua unsur-unsur terpenuhi sebelum hakim menjatuhkan
sanksi, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu hal yang
memperingan dan memperberat hukuman. Adapun hal yang memperberat
hukuman menurut hakim dalam putusan ini yaitu perbuatan terdakwa
mengakibatkan korbannya mengalami trauma. Sedangkan yang memperingan
ada beberapa hal salah satunya yaitu antara terdakwa dan keluarga korban telah
melakukan perdamaian seperti yang tertera dalam surat perdamaian yang
ditunjukkan dalam persidangan, artinya keluarga korban telah memaafkan
terdakwa.

Dalam hukum pidana islam pemberian maaf dari korban maupun
keluarga korban dapat diterima adanya dalam bentuk jarimah gisas maupun
takzir. Hal ini karena pengampunan hukuman menjadi hak korban/alinya,

sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran surah al-Bagarah ayat 178:
Al 5 AT A 5 B 8 el aile kT il 5l
231 2180 5 g il e 25 aal (el it (b & L ANT AT 5 il

S S S o T < &, Loz | w ..°.:.z‘<£ Lo
Al Calae 418 Gl 3y (sie | yad 75 Al 53 2507 (pa Caddi BN 7 pualy

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishaash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang
merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa
yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar

(diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian



itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa
yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Berbeda pada jarimah hudud dimana sanksi terhadap pelaku tidaklah
bisa dihapuskan walaupun telah mendapat maaf dari korban maupun keluarga
korban hal ini karena pada jarimah hudud yang dilanggar adalah hak Allah.
Sedangkan pada jarimah gisas dan takzir yang dilanggar adalah hak adami atau
hak individu jadi pemaafan dari korban atau keluarga korban sangat
memungkinkan diterima bahkan bisa membatalkan hukuman terhadap pelaku.

Dalam islam jalan perdamaian merupakan jalan terbaik bagi para pihak.
Karena dalam perdamaian mewakili rasa keadilan, selain itu hubungan sosial
antara pelaku dan korban berjalan normal kembali karena menghilangkan
dendam pada masing-masing pihak. Namun berdasarkan ketentuan hukum di
Indonesia maka tidak semua perkara dapat terselesaikan dengan jalan
perdamaian. Hanya terbatas pada kasus-kasus delik aduan, sedangkan pada delik
biasa maka proses persidangan akan tetap dilanjutkan walaupun pihak korban
telah memaafkan terdakwa atau pelaku kejahatan. Dan kasus pencabulan anak
ini termasuk dalam delik biasa sehingga surat perdamaian yang ditunjukkan
dalam proses persidangan tidak dapat dijadikan alasan penghapusan pidana.
Namun perdamaian antara pihak ini termasuk dalam bagian pertimbangan
hakim yang akan memperingan hukuman bagi pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, dapat disimpulkan
bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim serta penerapan sanksi hukum yang

diberikan terdapat kesesuaian dengan konsep hukum pidana islam. Dimana



perbuatan terdakwa tergolong dalam kategori jarimah takzir dan sanksi penjara
1 (satu) tahun yang diberikan oleh majelis hakim merupakan bentuk pembatasan
kemerdekaan terhadap pelaku sehingga diharapkan timbul kesadaran dalam diri

pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Dalam putusan No 635/pid.Sus/2017/PN. Trg, hakim memutuskan perkara
menggunakan pasal 290 ayat (2) KUHP dengan menghukum terdakwa
dengan penjara selama 1 (satu) tahun. Majelis hakim tidak menerapkan
asas lex spesialis derogate legi generali sebagaimana yang terkandung
dalam perintah pasal 62 ayat (2) KUHP. Meskipun demikian keputusan
hakim telah sesuai dengan aspek tujuan hukum yakni keadilan dan
kemanfaatan hukum.

2. Tindak pidana pencabulan dalam hukum pidana islam termasuk kepada
kategori jarimah takzir yaitu perbuatan asusila yang termasuk pelanggaran
terhadap kehormatan. Dan sanksinya tergantung pada kebijakan penguasa
dan dalam hal diputuskannya hukuman hakimlah yang memiliki
wewenang. Adapun dalam putusan No 635/pid.Sus/2017/PN. Trg, dimana
pelakunya yang berprofesi sebagai guru diberi sanksi penjara selama 1
(satu) tahun. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan sanksi dalam jarimah
ta’zir, yang salah satu bentuknya berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

dalam hal ini sanksi berupa penjara.
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B. Saran
1. Diharapkan kepada para hakim sebagai badan yang berwenang dalam
menetapkan hukuman bagi para terdakwa agar lebih cermat, hati-hati
dan teliti dalam menelaah unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan
sehingga hukuman yang ditetapkan dapat betul-betul mewakili rasa
keadilan bagi kepentingan umum khususnya bagi korban tindak pidana.
2. Kepada orang tua agar tetap mengawasi anaknya, karena banyaknya
dorongan dalam diri manusia untuk berbuat jahat, dan kondisi anak
sangat rentang terhadap kejahatan. Dan terkhusus kepada para tenaga
pendidik agar kiranya sadar akan fungsinya sebagai pendidik dan
membentuk pribadi anak didik. Maka seharusnya memberikan contoh
yang baik kepada anak didik bukan sebaliknya melakukan kejahatan

kepada anak.
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